
SALINAN 

 

 

LURAH SRIHARDONO 

KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL 

PERATURAN KALURAHAN SRIHARDONO 

 

NOMOR  8 TAHUN 2021 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH SRIHARDONO, 

 

Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan 

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan. 

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Tahun anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintah kalurahan berdasarkan 

prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, dan kemadirian sehingga 

menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang 

sehat,cerdas, makmur dan sejahtera; 

c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b, dipandang perlu untuk 

menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022; 

 



Mengingat 1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

 2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13); 

 3.  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan 

Lembaran Negara RI No. 5459); 

 4.  Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 

123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) 

Sebagaimana Telah Diubah Yang Terakhir Dengan 

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 

041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);  

 5.  Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014  Tentang Dana 

Desa  Yang Bersumber  Dari Anggaran Pendapatan  Dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014  No. 

168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558)  

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali  Terakhir 

Dengan Peraturan Pemerintah No. 8  Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan Pemerintah 

No. 60 Tahun 2014  Tentang Dana Desa Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan  Dan Belanja Negara  

(Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57); 

 6.  Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 260); 



 7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa 

(Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2091); 

 8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

 9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) 

 10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI 

Tahun 2018 No. 611) 

 11.  Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 

Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 

2019 No. 1261); 

 12.  Peraturan Menteri PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ( Berita 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2021 Nomor 961 ); 

 13.  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 

Nomor 2);  

 14.  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, 

Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di 

Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2020 Nomor 32); 

 15.  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan 

Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah 

Kalurahan sebagaimana telah diubah Dalam Peraturan 



Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 

2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman  Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana 

Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan ( Berita 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37 ); 

 16.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119); 

 17.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5 );  

 18.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 

8); 

 19.  Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang 

Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2019 Nomor 76); 

 20.  Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 No. 82) Sebagaimana Telah Diubah 

Dengan Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2020 

Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No. 82 

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 47); 

 21.  Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan ( Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 86 ); 

 22.  Peraturan Bupati Bantul nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 

2020); 



 

 

 23.  Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 

Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Kalurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 128);  

 24.  Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang 

Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, 

Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan 

Kalurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2021 Nomor 129); 

 25.  Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) Desa Srihardono Tahun 2019-2024 

(Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3); 

 26.  Peraturan Desa Srihardono No. 10 Tahun 2020 Tentang 

Pemanfaatan Tanah Desa Srihardono (Lembaran Desa 

Srihardono Tahun 2020 Nomor 10); 

 27.  Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Srihardono (Lembaran 

Kalurahan Srihardono Tahun 2020 Nomor 11); 

 28.  Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan Srihardono (Lembaran Kalurahan Srihardono 

Tahun 2020 Nomor 12). 

 29.  Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 4 Tahun 2021 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 

Srihardono Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan 

Srihardono Tahun 2021 Nomor 4); 

 30.  Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf 

Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan 

Srihardono Tahun 2021 Nomor 7); 



Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARDONO 

dan 

LURAH SRIHARDONO 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : Peraturan Kalurahan Srihardono Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srihardono Tahun 

Anggaran 2022. 

 

Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan 

rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan Desa Rp 4.359.938.732 

2. Belanja Desa Rp 4.713.960.915 

Surplus/Defisit Rp    354.022.183  

3. Pembiayaan Desa   

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.   404.022.183 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.     50.000.000 

Pembiayaan netto ( a – b ) Rp    354.022.183 

Jumlah pembiayaan setelah dikurangi deficit Rp.                     0 

 

 

Pasal  2  

Penjabaran lebih lanjut mengenai rincian penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Lurah. 

 

 

 

 

 



Pasal 3 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srihardono. 

 

Ditetapkan di Srihardono 

Pada tanggal 31 Desember 2021 

LURAH SRIHARDONO 

 

     ttd. 

 

        AWALUDIN 

 

Diundangkan di : Srihardono 

Pada tanggal : 31 Desember 2021 

Carik Srihardono 

 

ttd. 

KHOZIMATUL LUTHFIAH 

 

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARDONOTAHUN 2021 NOMOR 8 

Nomor Register Peraturan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten 

Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ( 28/Srihardono/2021 ) 

 

 

 

 

 

 

 


